 BAB II
GAMBARAN UMUM WILAYAH KALURAHAN

2.1  Visi dan Misi
Tantangan birokrasi Pemerintah Kalurahan di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.
Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Pemerintahan Desa yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan Pemerintahan yang Good Government sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintahan Kalurahan harus memiliki visi  dan misi ke depan.

Visi
Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Kalurahan Palbapang dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintahan Kalurahan, Bamuskal, LPMK, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai–nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat.
Untuk itulah Pemerintah Kalurahan Palbapang dalam mencapai cita-citanya mempunyai visi ”Terwujudnya Pemerintahan Palbapang yang bersih, harmonis, sejahtera, mandiri dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika”
Misi
Selain merumuskan Visi, maka kalurahan harus merumuskan misi. Misi adalah alat untuk mencapai visi. Perumusan misi ini juga dengan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintahan kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, LKMK dan tokoh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Kalurahan Palbapang telah merumuskan misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang empatik, efektif efisien dan bersih dari unsur KKN. 
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkebudayaan.
3. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat bersama pertumbuhan UMKM. 
4. Peningkatan kualitas lingkungan dalam upaya pencegahan resiko bencana baik alam maupun non alam.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan menuju tercapainya Kalurahan Layak Anak, ramah perempuan dan difabel.

2.2 Gambaran Umum Geografis dan Demografis
Kalurahan merupakan unsur pelaksana pemerintahan terdepan dari sisi pelayanan masyarakat, pelaksanaan program maupun awal dari penyusunan rencana kegiatan yang berhadapan langsung dengan warga masyarakat dengan kondisi, potensi yang dimiliki maupun persoalan dalam berbagai bidang yang dihadapi.
Kalurahan Palbapang termasuk wilayah daerah perkotaan Kabupaten yang dekat dengan jantung kota, dengan ketinggian tanah 37 meter dari permukaan air laut, dengan luas wilayah ±552.3 Ha, Kalurahan Palbapang wilayahnya sangat stategis karena dilewati jalan raya Srandakan yang merupakan penghubung antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulonprogo. 
Kalurahan Palbapang secara administratif merupakan bagian dari Kabupaten Bantul diantara 75 Kalurahan yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan salah satu dari 5 Kalurahan di wilayah Kapanewon Bantul. Secara administratif Kalurahan Palbapang terdiri dari 10 pedukuhan yaitu Pedukuhan Kadirojo, Karasan, Sumuran, Taskombang, Dagaran, Ngringinan, Bolon, Peni, Karangasem, dan Serut, sedangkan untuk jumlah RT sejumlah 81 RT.
Mobilitas/jarak tempuh Kalurahan Palbapang, 3 km dari pusat Kapanewon Bantul, 3 km dari Kabupaten Bantul, 14 km dari pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 379 km dari ibu kota negara.
Kondisi Geografis Kalurahan
Secara administrasi Kalurahan Palbapang berbatasan dengan:
a. Sebelah Utara	: Kalurahan Ringinharjo dan Kalurahan Bantul
b. Sebelah Timur   	: Kalurahan Trirenggo
c. Sebelah Selatan 	: Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro
d. Sebelah Barat	: Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak
Cakupan Wilayah 
Kalurahan Palbapang terdiri dari wilayah 10 Dukuh serta 81 Rukun Tetangga (RT) dengan pembagian wilayah sebagai berikut:
	1.
	Padukuhan Kadirojo 
	:
	9   RT

	2.
	Padukuhan Karasan 
	:
	6   RT

	3.
	Padukuhan  Sumuran 
	:
	8   RT

	4.
	Padukuhan  Taskombang
	:
	7   RT

	5.
	Padukuhan Dagaran 
	:
	9   RT

	6.
	Padukuhan Ngringinan 
	:
	10 RT

	7.
	Padukuhan  Bolon
	:
	8   RT

	8.
	Pedukuhan Peni
	:
	8   RT

	9.
	Padukuhan Karangasem
	:
	7   RT

	10.
	Padukuhan Serut
	:
	9   RT



Organisasi Pemerintahan Kalurahan
Pemerintahan Kalurahan terdiri atas: 
	1.
	Lurah 

	2.
	Carik 

	3.
	Jagabaya

	4.
	Ulu Ulu

	5.
	Kamituwa

	6.
	Danarto

	7
	Pangripta

	8
	Tata Laksana

	9.
	Dukuh (10 Dukuh)

	10.
	Staf



Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) terdiri atas:
1. Pimpinan
2. Ketua Bidang
3. Anggota

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan 
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan  ( LPMK )
2. Linmas
3. Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)
4. Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)
5. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
6. Rukun Tetangga
7. Karang Taruna
8. Gabungan Kelompok Tani
9. Paguyuban Kaum Rois
10.  Pembantu Pelaksana Keluarga Berencana
11.  Badan Keswadayaan Masyarakat
12. Kelompok Difabel Kalurahan
13. Kelompok Wanita Tani
Topografi Kalurahan
Secara topografi Kalurahan Palbapang adalah dataran rendah, dengan ketinggian tanah 37 meter dari permukaan laut, suhu udara rata-rata 32º C, luas Kalurahan Palbapang ± 552.3 Ha, terbagi menjadi beberapa penggunaan, jalan 287 Ha, sawah dan ladang 3.581 Ha, bangunan umum 136 Ha, luas permukiman/perumahan  267 Ha, luas pekuburan 506 Ha, dan sisanya lain-lain sebesar 427 Ha.

Data Kependudukan
Kependudukan di Kalurahan Palbapang dapat kita bagi berdasarkan struktur pendidikan, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan struktur umur dan berdasarkan mata pencaharian, menurut data pemetakan swadaya jumlah penduduk Palbapang berjumlah 14.425 jiwa, terbagi laki-laki berjumlah 7.109 jiwa dan perempuan 7.316 jiwa, untuk jumlah KK 5.258 KK. (Berdasarkan pada Buku Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul Semester 1Tahun 2026).
a. Penduduk Kalurahan Berdasarkan Jenis Kelamin
Dari jumlah penduduk 14.425 jiwa terdiri dari 7.109 orang laki-laki dan 7.316 orang perempuan, jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, oleh sebab itu kesetaraan gender sangat di tekankan di Kalurahan Palbapang, ini terbukti di setiap kegiatan selalu ada unsur perempuannya. Kelompok perempuan selalu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan seperti dalam program RPP ini. 
b. Jumlah penduduk berdasarkan struktur umur
Jumlah penduduk Kalurahan Palbapang seluruhnya berjumlah 14.425 jiwa, yang tersebar di 10 pedukuhan dengan jumlah KK sejumlah 5.258 KK. 
Data Penduduk Berdasarkan Struktur Umur
	No
	Uraian
	Tahun 2026

	1
	Umur 0 - 3 tahun
	593 jiwa

	2
	Umur 4 - 6 tahun
	584 jiwa

	3
	Umur 7 - 12 tahun
	1174 jiwa

	4
	Umur 13 - 15 tahun
	645 jiwa

	5
	Umur 16 - 18 tahun
	682 jiwa

	6
	Umur > 19 tahun
	10680 jiwa



(Berdasarkan pada Buku Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul Semester 1 Tahun 2026).

c. [bookmark: _GoBack]Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Pendidikan
Kalurahan Palbapang merupakan daerah perbatasan dengan Kota Bantul, dalam hal pendidikan masyarakatnya sangat memperhatikan, untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Kalurahan Palbapang berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan
	Uraian
	Tahun 2026

	Lulusan Pendidikan Umum
	

	Belum/ tidak Sekolah
	2.743 orang

	Belum Tamat Sekolah Dasar
	1.035 orang

	Sekolah Dasar
	2.409 orang

	SMP
	1.988 orang

	SMA/SMK
	4.503 orang

	Akademi (D1-D II)
	97 orang

	Akademi (D III / Sarjana Muda)
	362 orang

	Diploma IV / Strata I
	1.195 orang

	Strata II
	91 orang

	Strata III
	2 orang

	
	



(Berdasarkan pada Buku Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul Semester 1 Tahun 2026).
2.3 Gambaran Umum Sosial Budaya
Masyarakat Kalurahan Palbapang dengan melalui komponen yang ada dalam masyarakat dan lembaga formal maupun non formal yang ada dalam masyarakat, semakin peduli terhadap keberadaan warga jompo, anak yatim piatu, anak yatim, anak piatu utamanya yang masuk kategori keluarga miskin (Gakin). Disisi lain kehidupan masyarakat Kalurahan Palbapang pada umumnya kental dengan sikap hidup gotong royong atau hidup tolong-menolong dan kebiasaan bekerja sama, untuk meringankan beban yang lain. Sikap kebersamaan tersebut terwujud dalam wadah-wadah aktivitas sosial kemasyarakatan yang ada seperti Karang taruna, PKK, kelompok keagamaan, kelompok kesenian, kelompok olah raga, arisan, kelompok ternak dan lain-lain. Kegiatan kelompok perempuan lebih aktif dibandingkan dengan kelompok pria seperti PKK Kalurahan, PKK Dusun, PKK RT, Dasa Wisma, Koperasi,, Posyandu, Posdaya dan kelompok kegiatan yang lain. Selain itu gotong royong mempunyai nilai simbolis, sebagai wujud solidaritas sosial masyarakat Kalurahan Palbapang khususnya dan juga masyarakat Jawa pada umumnya. 
Masyarakat juga diharapkan semakin menyadari akan pentingnya pelestarian budaya lokal, baik yang masih bentuk asli maupun yang sudah dipadukan dengan perkembangan zaman, dengan tidak meninggalkan roh bangsa ketimuran, berakhlak dan bermartabat luhur, dengan melalui bidang kesenian yang dijiwai nilai-nilai budaya ketimuran diharapkan mampu membentuk generasi muda yang berbudi pekerti luhur, berperilaku santun dan penuh rasa tanggung jawab. 
2.4 Gambaran Umum Kemiskinan
Updating Basis Data Terpadu untuk program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah sebuah system yang dapat digunakan untuk perencanaan program, mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan social, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria social ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program.
Basis Data Terpadu dapat digunakan untuk:
1. Melakukan analisis atau perencanaan kegiatan/program penanggulangan kemiskinan.
Data ini dapat digunakan bagi instansi pemerintah, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan analisis tentang indikator sosial ekonomi bagi 40% masyarakat dengan kondisi social ekonomi rendah. Bagi perencana program pemerintah (Pusat maupun Daerah), indikator tersebut dapat digunakan untuk merancang program penanggulangan kemiskinan yang relevan sekaligus memperkirakan anggaran yang dibutuhkan.
2. Menetapkan sasaran penerima manfaat program-program perlindungan sosial.
Instansi pelaksana program penanggulangan kemiskinan atau perlindungan social telah menetapkan kriteria kepesertaan program, maka Basis Data Terpadu dapat menyediakan data nama dan alamat individu/keluarga/rumah tangga bagi instansi pemerintahan yang mengelola program perlindungan social.
Dari data yang dihimpun, jumlah warga miskin di Palbapang adalah 1.752 jiwa. Terdiri atas 972 jiwa penerima BPNT, 730 jiwa penerima PKH, dan 20 jiwa penerima BLT DD.
2.5 Gambaran Umum Ekonomi
Pembangunan ekonomi masyarakat diarahkan pada pengurangan jumlah pengangguran, akselerasi pengentasan kemiskinan. Jumlah penduduk Kalurahan Palbapang tertinggi kedua diantara kalurahan lain se-Kapanewon Bantul Berdasarkan data-data, terdapat keberagaman kondisi sosial yang disebabkan banyak faktor, seperti letak geografis yang berdekatan dengan pusat kota, padatnya jumlah penduduk, dan banyaknya pendatang dari luar kota yang tinggal di indekos ataupun pondok pesantren. Hal tersebut menimbulkan dampak sosial terhadap masyarakat Kalurahan Palbapang. Sebagian mata pencaharian penduduk Kalurahan Palbapang bergerak di bidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bantul. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan kalurahan adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil, pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang usaha mikro dan kecil. 
Pendapatan kalurahan merupakan jumlah keseluruhan penerimaan kalurahan yang bersumber dari: 
1. Sumber Pendapatan Kalurahan 
a. Pendapatan asli kalurahan terdiri dari hasil kekayaan kalurahan, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli kalurahan yang sah; 
b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10% untuk kalurahan dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi kalurahan yang merupakan pembagian untuk setiap kalurahan secara proporsional; 
c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk kalurahan paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap kalurahan secara proporsional yang merupakan alokasi dana kalurahan; 
d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah; 
e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. 
2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas kalurahan; 
3. Sumber Pendapatan Kalurahan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Kalurahan tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah. 
Adapun Kekayaan kalurahan terdiri dari : 
a. Tanah kas kalurahan; 
b. Bangunan milik kalurahan yang dikelola kalurahan; 
c. Lain-lain kekayaan milik kalurahan.
2.6 Gambaran Umum Infrastruktur
	Di Kalurahan Palbapang terdapat PAUD 16 BUAH, 7 TK, 6 SD, SD N Palbapang 1, SD Negeri Palbapang Baru, SD Negeri Peni, SD Muhammadiyah, MTs Pepe dan SDIT Islam Samawi , 2 SMP yaitu SMP YP, SMP N 3 Bantul, dan 1 SMA yaitu SMA N 1 Bantul.
	Tabel Prasarana Pendidikan
	Uraian
	Jumlah

	PAUD
	16
	buah

	TK / RA / BA
	7
	buah

	TPA
	24
	buah

	SPS/POS PAUD
	9
	buah

	SD Sederajat
	5
	buah

	SMP Sederajat
	3
	buah

	SMA Sederajat
	1
	buah

	Pondok Pesantren
	5
	buah

	Lembaga Kursus
	2
	buah

	PKBM
	1
	buah

	
	
	



Tabel Prasarana Kesehatan
	Posyandu
	13 unit

	Puskesmas
	1 unit

	Klinik Pratama
	1 unit

	Rumah sakit
	1 unit

	Praktik dokter
	7 orang

	
	



Tabel Prasarana Umum Lain
Tempat Ibadah
	Masjid
	26 unit

	Mushola
	34 unit

	
	



Tabel Lapangan
	Lapangan sepak bola
	1 unit

	Lapangan voli
	25 unit

	Lapangan badminton
	20 unit

	Lapangan tenis meja
	24 unit



Pengelolaan sarana dan prasana merupakan Tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. 
Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah: 
a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan. 
b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan. 
c. Kapasitas pemerintahan kalurahan meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan. 
d. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan. 










BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Kalurahan, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Kalurahan, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kapanewon, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar ketika tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran. 
Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan Kalurahan harus mempertimbangkan kondisi obyektif Kalurahan yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Kalurahan, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKPKal Tahun Sebelumnya
Pembangunan yang berjalan pada tahun 2026 ada beberapa kendala yang dapat menjadi acuan untuk pembangunan ditahun berikutnya antara lain terbatasnya anggaran Kalurahan menyebabkan pembangunan tidak merata yang berdampak pada kecemburuan antar Padukuhan yang masih memiliki pola pembangunan yang berorientasi pada Padukuhan. Selain itu, belum optimalnya peran lembaga kalurahan dan terbatasnya sumber daya perangkat Kalurahan juga menjadi kendala pada pembangunan yang ada. 
Sesuai hasil kajian, monitoring di lapangan dan dari hasil pelaksanan RKP tahun lalu yang telah diinventarisasi tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi, ditingkatkan, dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, diantaranya: 
1. APBKal masih mengandalkan dana transfer pusat baik itu Dana Desa maupun ADD, anggaran dari sumber PAKal masih perlu ditingkatkan dengan maksimal untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
2. Masyarakat masih mempedomani prinsip pembangunan yang bagito (bagi rata) di semua padukuhan yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip prioritas program berdasarkan aspek kebutuhan dan urgensi.
3. Kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemerintah Kalurahan masih terbatas sehingga perlu untuk ditingkatkan dan diberdayakan melalui pelatihan-pelatihan di bidangnya agar mampu melaksanakan tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan. 
Pelaksanaan usulan dalam RKPKal dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran yang dialokasikan dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), atau sumber pembiayaan lainnya. Evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 
Dengan adanya daftar usulan yang ada, Pemerintah Kalurahan berkomitmen untuk merealisasikan program kerja secara tepat waktu dan tepat sasaran demi mewujudkan kalurahan yang mandiri, maju, dan sejahtera.
3.2 Evaluasi Laju Pencapaian SDGs
Untuk pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan juga untuk mewujudkan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs dengan hasil capaian sebagai berikut:

	NO
	Tujuan SDGs
	Laju Pencapaian SDGs

	1.
	Kalurahan Tanpa Kemiskinan 
	52.82

	2.
	Kalurahan Tanpa Kelaparan 
	39.83

	3.
	Kalurahan Sehat dan Sejahtera 
	78.28

	4.
	Pendidikan Kalurahan Berkualitas 
	40.94

	5.
	Keterlibatan Perempuan Kalurahan 
	43.83

	6.
	Kalurahan Layak Air Bersih dan Sanitasi 
	46.98

	7.
	Kalurahan Berenergi Besih dan Terbarukan 
	99.01

	8.
	Pertumbuhan Ekonomi Kalurahan Merata 
	31.77

	9.
	Infrastruktur dan Inovasi Kalurahan Sesuai Kebutuhan 
	51.8

	10.
	Kalurahan Tanpa Kesenjanan 
	39.51

	11.
	Kawasan Pemukiman yang Aman dan Nyaman 
	38.74

	12.
	Komsumsi dan Produksi Kalurahan Sadar Lingkungan 
	5.56

	13.
	Kalurahan Tanggap Perubahan Iklim 
	0

	14.
	Kalurahan Peduli Lingkungan laut 
	50

	15.
	Kalurahan Peduli Lingkungan Darat 
	34.26

	16.
	Kalurahan Damai Berkeadilan 
	85.34

	17.
	Kemitraan Untuk Pembangunan Kalurahan 
	68.79



3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMKal
Permasalahan yang ada antara lain kondisi jalan, baik jalan persawahan dan jalan lingkungan pada saat musim penghujan sulit dilalui warga dengan alat transportasi yang ada menyebabkan hambatan bagi warga dan petani. Belum adanya saluran irigasi permanen sehingga tanah yang ada mudah terkikis dan mengganggu jalannya irigasi pertanian sehingga tidak mampu menampung debit air menyebabkan air meluap di lahan pertanian yang berakibat produksi petani menurun bahkan gagal panen. Adanya selokan yang belum normal sehingga perlu adanya normalisasi untuk mencegah luapan air saat hujan turun. 
Adanya keterbatasan anggaran Kalurahan bersumber dari APBD berdampak pada penanganan pembangunan dimana pembangunan yang bersifat mendesak tidak mampu diatasi karena membutuhkan dana yang sangat besar sehingga Kalurahan perlu membuat prioritas pembangunan yang tidak bisa didanai oleh Kalurahan diajukan ke APBD I maupun APBD II bahkan APBN. 
Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kalurahan di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah Kalurahan secara berkala dan berkesinambungan, yakni; 1) Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif, 2) Terwujudnya infrastruktur Kalurahan yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan 3) Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera.
3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan
      Darurat

Pembangunan memprioritaskan pada hal-hal yang dianggap memiliki sifat mendesak untuk dilaksanakan. Hal ini sangat perlu dilakukan pengkajian lebih dalam mengenai penyebab terjadinya kondisi yang ada sehingga membutuhkan penanganan serius. Kondisi dikatakan darurat untuk segera dilaksanakan pembangunan apabila menyangkut infrastruktur terutama jalan yang digunakan oleh petani karena pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk Kalurahan sehingga Kalurahan dikatakan berhasil apabila kondisi petani dengan segala kebutuhanya dapat terselesaikan dengan baik. Kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan dan peningkatan perekonomian Kalurahan, seperti tersedianya tempat untuk berjualan, terdapat kios yang bisa disewakan untuk berjualan dan juga memfasilitasi para pelaku UMKM. Berdasarkan analisa pemerintah Kalurahan dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Kalurahan. 
Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah Kalurahan dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Kalurahan, antara lain:
1. Permasalahan sampah yang tidak kunjung berakhir. Beberapa ruas jalan yang berdekatan dengan saluran irigasi pertanian menjadi tempat pembuangan sampah liar oleh orang yang tidak bertanggung jawab.  
2. Drainase kurang memenuhi standar sehingga mengakibatkan air hujan meluap ke jalan berakibat merusak konstruksi jalan yang ada. 
3. Sebagian jalan di wilayah Padukuhan banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi dan beban tonase yang berlebih sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat. 

3.5 Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat urgensi dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah sebagaimana termuat pada Review JMD pada tahun rencana. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan JMD. 
Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program program unggulan SKPD yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh OPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi 
Dalam rangka pemulihan ekonomi dampak pandemi, Pemerintah Kabupaten Bantul mendayagunakan potensi lokal, sesuai dengan misi ketiga Pemerintah Kabupaten Bantul, yakni, pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi inklusif melalui tiga sektor unggulan Kabupaten Bantul yakni industri, pertanian, dan pariwisata.




































BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN


Prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Palbapang yang tersusun dalam RKPKal Tahun 2027 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan yang ada, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama meningkatkan kebe ihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Kalurahan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Kalurahan, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan adalah pembangunan Kalurahan untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Kalurahan di masa depan. 
Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Kalurahan yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:
1. Kalurahan tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Kalurahan 1: Kalurahan tanpa kemiskinan; dan
a. Penanganan kesmiskinan ekstrem
b. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
c. Updating DTKS
SDGs Kalurahan 2: Kalurahan tanpa kelaparan.
a. Pemberian Makanan Tambahan
b. Fasilitasi Kelompk Wanita Tani
c. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
2. Kalurahan ekonomi tumbuh merata 
SDGs Kalurahan 8: pertumbuhan ekonomi Kalurahan merata;
a. Pembangunan/rehab Kios Kalurahan
b. Gelar TTG
c. Pembentukan Posyantek Kalurahan
SDGs Kalurahan 9: infrastruktur dan inovasi Kalurahan sesuai kebutuhan;
a. Pelatihan dan pendampingan industri kreatif
b. Fasilitasi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
c. Pengembangan Sarpras Usaha Mikro, Kecil, Menengah
SDGs Kalurahan 10: Kalurahan tanpa kesenjangan; dan
a. Pelatihan dan pendampingan industri kreatif
b. Fasilitasi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
c. Pengembangan Sarpras Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi Desa Merah Putih
SDGs Kalurahan 12: konsumsi dan produksi Kalurahan sadar lingkungan
a. Budidaya ikan air tawar
b. Apotik Hidup 
c. Peningkatan kapasitas pengelolaan Kalurahan wisata
3. Kalurahan peduli kesehatan
SDGs Kalurahan 3: Kalurahan sehat dan sejahtera;
a. Penyuluhan dan pembinaan KB
b. Penanggulangan dan Pencegahan Stunting
c. Fasilitasi Posyandu
SDGs Kalurahan 6: Kalurahan layak air bersih dan sanitasi; dan
a. Promosi Kesehatan (STBM)
b. SPAL dan Jamban keluarga
SDGs Kalurahan 11: kawasan pemukiman Kalurahan aman dan nyaman.
a. Operasional linmas, keamanan Kalurahan dan penugasan linmas
b. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat
c. Fasilitasi Jaga Warga
4. Kalurahan peduli lingkungan 
SDGs Kalurahan 7: Kalurahan berenergi bersih dan terbarukan;
a. Pemeliharaan IPAL Komunal
b. Peningkatan Sarpras Pengelolaan Sampah
c. SPAL dan Jamban keluarga
SDGs Kalurahan 13: Kalurahan tanggap perubahan iklim;
a. Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan (FPRB)
b. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam
c. Pembangunan talud/bangket
SDgs Kalurahan 14: Kalurahan peduli lingkungan laut; dan
SDGs Kalurahan 15: Kalurahan peduli lingkungan darat.
a. Pengadaan tepat sampah pilah
b. Pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga
c. Pengelolaan TPSS

5. Kalurahan peduli pendidikan
SDGs Kalurahan 4: pendidikan Kalurahan berkualitas.
a. Fasilitasi Perpustakaan Kalurahan
b. Pembangunan Gedung TK dan PAUD 
c. Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
6. Kalurahan ramah perempuan
SDGs Kalurahan 5: keterlibatan perempuan Kalurahan.
a. Pembinaan PKK Kalurahan, Dusun dan Dasa wisma
b. Pemberdayaan Perempuan
c. Pemberdayaan Industri Kecil
7. Kalurahan berjejaring
SDGs Kalurahan 17: kemitraan untuk pembangunan Kalurahan.
a. Penguatan kelembagaan LPMK
b. Jaring Aspirasi Bamuskal
c. Penguatan kelembagaan RT
8. Kalurahan tanggap budaya
SDGs Kalurahan 16: Kalurahan damai berkeadilan; dan
a. DBKS
b. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
c. Pelaksanaan bulan Bakti Gotong Royong

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan Tahun 2027

	Prioritas program pembangunan skala Kalurahan merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Kalurahan. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran Kalurahan, kewenangan Kalurahan dan sumber daya yang ada di Kalurahan. Beberapa prioritas program dan kegiatan skala kalurahan mengacu pada peningkatan pendapatan asli kalurahan dengan memanfaatkan anggaran baik dari Dana Desa maupun dari sumber anggaran lain. Selain itu, kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT DD juga masih menjadi prioritas di 2027. Penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar skala kalurahan, program ketahanan pangan atau lumbung pangan, dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kalurahan melalui program padat karya tunai, pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di desa juga menjadi prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2027. Mengacu pada sinkronisasi program pusat, daerah, dan kabupaten, kalurahan perlu menyesuaikan kegiatan di dalam perencanaannya antara lain untuk ekgiatan penuntasan penanganan sampah, fasilitasi kelompok/forum disabilitas kalurahan, peningkatan dan penguatan kapasitas FPRB, pemutakhiran data warga miskin, bantuan RTLH, dan peningkatan keberdayaan warga miskin melalui peningkatan keterampilan.

4.2 Prioritas Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul
Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 dan Peraturan Kalurahan Palbapang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan, meliputi beberapa hal antara lain:
a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
b. pengelolaan tanah aset desa/Kalurahan; dan
c. pengembangan peran masyarakat Kalurahan.
Rincian kewenangan Kalurahan berdasarkan hak asal-usul yang diatur dan diurus oleh Kalurahan terdiri atas: 
a. pembinaan kelembagaan masyarakat; 
b. pengembangan peran masyarakat Kalurahan;
c. penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
d. pembinaan ketentraman masyarakat;
e. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
f. pengembangan lembaga keuangan Kalurahan;
g. peningkatan upaya gotong royong masyarakat; 
h. pengamanan kekayaan dan aset Kalurahan;
i. pengelolaan tanah aset Desa/Kalurahan;
j. pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong dan adat istiadat.

4.3 Prioritas Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan
Rincian kewenangan Kalurahan berdasarkan lokal berskala Kalurahan diatur dan diurus oleh Kalurahan terdiri atas:
a. pengelolaan pasar Kalurahan;
b. pengelolaan tempat pemandian umum;
c. pengelolaan jaringan irigasi;
d. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Kalurahan;
e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
f. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
g. pengelolaan perpustakaan Kalurahan dan taman bacaan;
h. pengelolaan embung Kalurahan;
i. pengelolaan air minum berskala Kalurahan; 
j. pembuatan jalan Kalurahan antar permukiman ke wilayah pertanian;
k. pembangunan jalan Kalurahan;
l. pembangunan jalan lingkungan;
m. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan, untuk pembangunan Kalurahan dan rumah rakyat;
n. usaha ekonomi masyarakat;
o. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
p. pengembangan pusat perekonomian Kalurahan, seperti pasar Kalurahan, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
q. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
r. melakukan penghijauan Kalurahan;
s. mengupayakan peningkatan pendidikan nonformal;
t. pengembangan industri rumah tangga; dan
u. kerjasama antar Kalurahan dan/atau dengan Pihak Ketiga.
Rincian kewenangan Kalurahan berdasarkan lokal berskala Kalurahan hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri dari:
a. pengelolaan sarana dan prasarana aset Kalurahan;
b. pengelolaan data dan informasi Kalurahan;
c. pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Lembaga tingkat Kalurahan lainnya;
d. penyelenggaraan kerjasama antar Kalurahan dan/atau dengan Pihak Ketiga;
e. pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan;
f. pengelolaan dan pengembangan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik Kalurahan;
g. pengelolaan wisata Kalurahan;
h. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Kalurahan;
i. pengelolaan lingkungan hidup di Kalurahan;
j. pengembangan olahraga;
k. pengembangan wawasan kebangsaan;
l. penanggulangan bencana skala Kalurahan; dan
m. pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna skala Kalurahan.
4.4 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah TA 2027 
Prioritas program dan kegiatan pembangunan Daerah merupakan program pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Kalurahan Palbapang namun Pemerintah Kalurahan tidak mampu untuk melaksanakannya. Hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut secara aturan perundangan yang berlaku bukan merupakan kewenangan kalurahan. Secara pembiayaan, kalurahan tidak mampu membiayai karena jumlah anggaran yang dibutuhkan terlalu besar. Alasan berikutnya, terbatasnya sumber daya manusia dan prasarana pendukung lainnya.
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas program pembangunan akan dibawa dan diusulkan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kapanewon oleh delegasi dari kalurahan yang telah ditunjuk pada forum Musrenbangkal dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

4.5 Kebijakan Keuangan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi semua penerimaan anggaran melalui rekening kalurahan yang merupakan hak kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kalurahan. Perkiraan pendapatan kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasar potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Kalurahan, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan pihak ketiga.
Adapun asumsi Pendapatan Kalurahan Tahun Anggaran 2027 adalah sebagai berikut:
	NO
	URAIAN
	JUMLAH

	1
	Pendapatan Asli Kalurahan
	Rp   268.042.958,-

	2
	Dana Desa
	Rp1.657.626.000,-

	3
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
	Rp   413.277.488,-

	4
	Alokasi Dana Desa
	Rp1.376.307.000,-

	5
	Bantuan Keuangan Kabupaten 
	Rp1.120.000.000.-

	6
	Bantuan Keuangan Provinsi
	Rp   100.000.000,-

	7
	Pendapatan Lain-lain
	Rp     10.000.000,-

	8
	Bunga Bank
	Rp     10.000.000,-

	
	JUMLAH
	Rp4.945.253.446,-



Belanja Kalurahan
Belanja Kalurahan meliputi semua pengeluaran dari rekening kalurahan yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kalurahan. Belanja Kalurahan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 terdiri dari:

	NO
	URAIAN
	JUMLAH

	1
	Bidang Penyelengaraan Pemerintahan Kalurahan
	Rp2.550.675.641,-

	2
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan
	Rp1.342.795.200,-

	3
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
	Rp   311.608.000,-

	4
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	Rp   870.230.550,-

	5
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
	Rp     94.098.000.-

	
	JUMLAH
	Rp5.169.407.391,-



Untuk tahun anggaran 2027 total belanja Kalurahan Palbapang adalah sebesar Rp5.169.407.391,- (Lima milyar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah).

Pembiayaan Kalurahan
Pembiayaan Kalurahan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud terdiri dari:
1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud diatas mencakup:
1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan kalurahan yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan pinjaman
Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud mencakup:
1. Penyertaan Modal Kalurahan (jika ada)














BAB V
PENUTUP


Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKPKal) terlaksana dengan baik dan terpelihara dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten, Kalurahan, masyarakat bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan RKP Kalurahan untuk 1 (satu) tahun. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKP Kalurahan bisa terdanai dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta ada kesinambungan. Jadi dokumen RKP Kalurahan ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan Kalurahan.
Melihat kenyataan dunia semakin sulit ini perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dalam pembangunan sehingga desa dalam wilayah kapanewon akan bisa berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan akan selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan Kalurahan.
Untuk penyempurnaan Rencana pembangunan ini perlu sekali kritik, saran yang membangun agar Kalurahan yang tercinta ini maju sederajat dengan desa yang ada di wilayah Indonesia.
Demikian RKP Kalurahan ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang kita idam-idamkan.
Ditetapkan di	: Palbapang
Pada tanggal  	:     November 2026

	LURAH PALBAPANG


SUKIRMAN, S.H.
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